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Masalah kewarganegaraan etnis Cina di luar Cina merupakan masalah yang sangat pelik, bagi pemerintah
Cinadan pemerintah di negara-negara Asia Tenggara. Masalah ini muncul sebagai akibat dari adanya upaya
pemerintah Cina, dari jaman dinasti Qing sampai jaman pemerintah RRC, untuk mengklaim potensi
ekonomi dan sumber daya manusia yang dimiliki etnis Cina di luar Cina, bagi kepentingan dalam negerinya.
Maksudnya ini diwujudkan pemerintah Cina dalam bentuk peraturan dan hukum kewarganegaraan, yang
berpegang pada asas ius sanguinis. Sedangkan pada saat yang bersamaan, etnis Cina tersebut, yang sudah
menetap di luar Cina, terutama di negara-negara Asia Tenggara, juga sudah diklaim sebagal warganegara
dari negara-negara di mana mereka menetap, melalui peraturan dan hukum kewarganegaraan di negara
mereka masing-masing, yang juga berpedoman pada asas ius sanguinis. Akibat dari adanya peraturan-
peraturan dan hukum kewarganegaraan ini ialah munculnya masalah dwi kewarganegaran bagi etnis Cina di
luar Cina, yang kemudian menimbulkan benturan kepentingan antara pemerintah Cina dengan negara-
negara Asia Tenggara. Masalah ini akan semakin berlarut-larut, seandainya pemerintah RRC tidak terdesak
oleh kepentingan luar negerinya, untuk membiarkan etnis Cinadi luar Cina, memilih kewarganegaraan
mereka, atas kemauan sendiri, melalui Perjanjian Dwi Kewarganegaraan 1955, yang kemudian lebih
ditegaskan dalam bentuk Undang-Undang yakni Undang-Undang Kewarganegaraan RRC. Karena dengan
adanya Undang-Undang ini, berarti pemerintah RRC tidak dapat |agi secaralegal, memanfaatkan potensi-
potensi yang dimiliki etnis Cinadi luar Cina, demi kepentingan dalam negerinya, sehingga masalah dwi
kewarganegaraan dari etnis Cinadi luar Cina, dapat dikatakan sudah teratasi.

Namun, dilancarkannya gerakan modemisasi di RRC, yang merupakan dampak dari berkembangnya
globalisasi ekonomi di duniainternasional, menyebabkan meningkatnya kebutuhan pemerintah RRC akan
modal finansial serta sumber daya manusia yang potensial pula, bagi pembangunan dalam negerinya. Oleh
karenaitu, pemerintah RRC memutuskan untuk menjalankan dua kebijakan yang, saling bertentangan tetapi
juga saling menguntungkan, pada saat bersamaan. Di satu pihak, pemerintah RRC tetap mempertahankan isi
dari Undang-Undang Kewarganegaraannya. Namun di lain pihak, ia tetap mendorong etnis Cina di luar
Cina, hingga scat ini, untuk terus mengkontribusikan potensi mereka bagi kepentingan dalam negeri RRC,
melalui kcbijakan-kebijakan yang bersifat memupuk patriotisme yang tinggi di kalangan mcreka.
Nampaknya, masalah kewarganegaraan etnis Cinadi luar Cinaini, tidak akan pernah tuntas, selama
pemerintah RRC, tidak dapat melepaskan anggapan mereka bahwa etnis Cinadi luar Cina bukan lagi
merupakan bagian integral dari bangsa Cina. Dengan kata lain, masalah kewarganegaraan etnis Cinadi luar
Cina, tidak akan berhenti menjadi masalah bagi hubungan RRC dengan negara-negara Asia Tenggara,
selama pemerintah RRC tidak dapat melepaskan anggapannya bahwa etnis Cina di luar Cina adalah
national s-nya.
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